ABSTRAK

Sistem keamanan nasional merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara
untuk melaksanakan tugas negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan nasional.
Pada saat ini salah satu permasalahan sistem keamanan nasional terjadi pada lembaga
keamanan laut dimana terdapat beberapa lembaga kemanan laut yang ada di Indonesia
seperti Tentara Negara Indonesia (TNI), Badan Keamanan laut, Kesatuan Penjaga Laut
dan Pantai, serta Polisi air. Permasalahan yang timbul akibat banyaknya lembaga
perlindungan keamanan laut Indonesia berkaitan ialah adanya tumpang tindih
kewenangan. Salah satu bentuk tumpang tindih kewenangan yang terjadi dapat dilihat
dalam beberapa ketentuan undang-undang yang mendasari dibentuknya lembaga
keamanan laut, salah satunya seperti kewenangan TNI sebagaimana tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 34 Tahun Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
atau disebut dengan UU TNI yang mengatakan bahwa TNI memiliki tugas dan
wewenang untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut
yurisdiksi nasional. Wewenang TNI ini juga dimiliki oleh lembaga keamanan laut
lainnya seperti KPLP (diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran) dan Bakamla (diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan) yang juga memiliki kewenangan menjaga keamanan dan wilayah perairan.
Maka dari itu, terhadap tumpang tindihnya kewenangan lembaga dapat dikatakan
bahwa untuk membentuk sebuah ketentuan hukum yang harmonis dibutuhkan
penyelarasan antar lembaga. Disisi lain, keinginan pemerintah menjadikan Negara
Indonesia sebagai Pusat Maritim Dunia (PMD) serta berbenah menyempurnakan
sistem keamanan lautnya, pemerintah melakukan beberapa upaya salah satunya ialah
dengan merencanakan pembentukan Indonesia sea and coast guard.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui
pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah
teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Indonesia Sea and
Coast Guard atau dikenal dengan Indonesia Coast Guard merupakan lembaga baru
yang akan diusulkan oleh Presiden Jokowi sebagai lembaga yang menjaga keamanan
laut Indoenesia. Berdasarkan program yang dirancang oleh Presiden RI dalam rangka
membentuk lembaga baru, diperlukan sebuah pengkajian atas implikasi yang
ditimbulkan antara kewenangan TNI AL dengan lembaga baru yang akan dibentuk oleh
Pemerintah yakni Indonesia Sea and Coast Guard. Oleh karena itu hadirnya penelitian
ini akan menjawab permasalahan serta memberikan solusi atas rencana pembentukan
Indonesia Coast Guard dengan kewenagang TNI AL.
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